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ABSTRAK 

 

Permasalahan  penelitian ini berangkat dari kurangnya profesionalitas 

pengelolaan pembelajaran pendidikan luar sekolah khususnya penyelengaraan 

pendidikan keaksaraan fungsional. Tingginya angka drop out, dan kembalinya warga 

belajar menjadi buta aksara, kekurangan sarana prasaran dan ketidak sesuaian 

antara kebutuhan program pembelajaran dengan kebutuhan warga belajar adalah 

persoalan yang sangat menarik untuk dikaji secara mendalam. 

Untuk itulah penelitian ini mencoba mengkaji permasalahan-permasalahan 

yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembelajaran keaksaraan fungsional yang 

berdasarkan pada analisis bahan ajar, analisis strategi pembelajaran dan analisis 

evaluasi pembelajaran,  ketiga variabel itu dicoba dianalisis dengan mutu layanan 

yang diperoleh dan diinginkan warga belajar, dua hal yang menjadi pijakan dalam 

memahami mutu layanan adalah kepuasan warga belajar dan kompetensi yang 

dihasilkan warga belajar. 

Hasil kajian dan pembahasan hasil penelitin, dapat disimpulkan beberapa hal 

diantaranya adalah: 1) Program pendidikan keaksaraan fungsional dalam 

penyelenggaraan dan pengelolaan proses pembelajarannya perlu memperhatikan 

berbagai faktor di antaranya adalah; budaya lokal di mana warga belajar berada, 

kebutuhan warga belajar dan keterampilan yang secara fungsional dibutuhkan warga 

belajar dalam kehidupan sehari-hari. 2) Beberapa faktor yang secara khusus dapat 

dimatai dari hasil studi ini meliputi, bahan ajar, strategi pembelajaran evaluasi 

pembelajaran. 3) Model yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah akademik, karena mengikuti beberapa 

persyaratan yang diwajibkan dari sebuah penyusunan konsep model sampai 

penerapan dan evaluasinya.  
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A. Pendahuluan 

 

Upaya pengentasan penduduk buta aksara  sangat penting dalam pembangunan 

manusia. UNDP menjadikan angka melek huruf sebagai salah satu variabel dari empat 

indikator penentu human development index (HDI) atau indeks pembangunan manusia (IPM) 

suatu negara. Kendati upaya pemberantasan buta aksara di Indonesia selama ini telah berhasil 

menurunkan proporsi jumlah penduduk buta aksara secara gradual dan berkesinambungan, 

yakni dari 10,5 persen pada tahun 2002 menjadi 9,10 persen pada tahun 2005 dan 8,35 persen 

pada tahun 2006 ( Badan Pusat Statistik dan Depdiknas, 2006), namun jika dilihat dari 

jumlahnya ternyata masih cukup besar. Hasil Survei Buta Aksara (SBA) memberikan 

gambaran aktual keadaan buta aksara usia 15 tahun ke atas di Indonesia masih sebanyak 13,2 

juta jiwa atau 8,35 persen dari jumlah penduduk.  

Untuk itu pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah 

memiliki misi antara lain mendorong terwujudnya program pendidikan keaksaraan bermutu 



yang mampu meningkatkan kompetensi keaksaraan pada semua tingkatan (dasar, fungsional, 

dan lanjutan) bagi penduduk buta aksara dewasa secara meluas, adil dan merata untuk 

mendorong perbaikan kesejahteraan dan produktivitas penduduk. 

Misi ini dicapai melalui serangkaian strategi dan kegiatan, salah satunya adalah 

dengan melaksanakan pengendalian mutu serta penjaminan mutu sangat penting utnuk 

ditangani dengan segera karena masalah mutu merupakan muara sekaligus tujuan dari 

pelaksanaan strategi lainnya. Pengendalian mutu juga memegang peranan kunci dalam 

menentukan mutu pendidikan keaksaraan,  sehingga telah dilakukan berbagai upaya namun 

sifatnya masih terbatas dan belum diuji keandalannya 

Untuk itu perlu dirancang model pendidikan keaksaraan fungsional orientasi budaya 

lokal yang mampu meningkatkan mutu layanan belajar, sebagaimana tampak dalam 

penguasaa kompetensi keaksaraan oleh warga belajar dan kinerja institusi pendidikan 

penyelanggara program dalam memberikan layanan pendidikan yang memuaskan kebutuhan 

warga belajar. Secara lebih spesifik, model yang dirancang ini dikhususkan bagi program 

keaksaraan fungsional tingkat dasar. Sehingga masalah yang dirumuskan menjadi 

“Bagaimanakah model pendidikan keaksaraan fungsional orientasi budaya lokal yang secara 

hipotetik dapat meningkatkan mutu layanan belajar?” 

 

B. Pertanyaan Penelitian 

 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pendidikan 

keaksaraan fungsional orientasi budaya lokal yang secara hipotetik dapat peningkatan mutu 

layanan belajar. Sedangkan secara khusus, tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1) Diperoleh bahan ajar pendidikan keaksaraan fungsional orientasi budaya lokal yang 

secara hipotetik dapat meningkatkan mutu layanan belajar sebagaimana tampak dalam 

tingkat penguasaan kompetensi dan kepuasan warga belajar. 

2) Diperoleh strategi, metode, dan media pendidikan keaksaraan fungsional orientasi budaya 

lokal yang secara hipotetik dapat meningkatkan mutu layanan belajar sebagaimana 

tampak dalam tingkat penguasaan kompetensi dan kepuasan warga belajar. 

3) Tercipta model evaluasi pendidikan keaksaraan fungsional orientasi budaya lokal yang 

secara hipotetik dapat meningkatkan mutu layanan berlajar sebagaimana tampak dalam 

tingkat penguasaan kompetensi dan kepuasan warga belajar. 

 

 

C. Penyusunan Kerangka Teoritis  

 

   Program keaksaraan merupakan salah satu bentuk kegiatan pendidikan nonformal yang 

ditujukan untuk anggota masyarakat yang masih buta huruf. Buta huruf dalam arti kurang 

memahami lambang huruf yang dijadikan alat komunikasi dilingkungan masyarakat. Di 

Indonesia, secara praktis buta aksara didefinisikan sebagai buta aksara latin dan angka Arab, 

buta aksara Indonesia dan pengetahuan dasar.  

   Unesco membedakan kemampuan keaksaraan dengan keaksaraan fungsional. Melek 

aksara (literacy) sebagai kemempuan seseorang untuk membaca dan menulis kalimat 

sederhana dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan kemampuan keaksaraan fungsional 

(functional literacy) adalah kemampuan seseorang untuk terlibat dalam aktivitas di mana 

kemampuan keaksaraan merupakan prasyarat sebagai effevtive function kelompok atau 

masyarakatnya dan sebagai dasar bagi dirinya untuk meningkatkan kemampuan membaca, 

menulis dan berhitungnya sendiri.  



   Rumusan yang hampir serupa dengan rumusan di atas dikemukakan pula oleh 

Zunsang Han (1993) yang merumuskan keaksaraan fungsional tersebut adalah 

keterampilan yang memadai untuk menggunakan beraneka ragam informasi tertulis dalam 

kehidupan sehari-hari. Ini berarti kemampuan memperoses informasi yang berasal dari 

bahan-bahan tertulis yang ditemukan di tempat kerja, dirumah dan di lingkungan 

masyarakat setempat. Dari berbagai rumusan itu, maka dapatlah diambil beberapa 

kesimpulan mengenai karakteristik keaksaraan fungsional, seperti di bawah ini. 

1)   Fungsional dalam arti penggunaannya dapat digunakan baik di tempat kerja, di rumah 

ataupun di lingkungan masyarakat, sehingga mempunyai nilai manfaat bagi 

kehidupan seseorang. Menuntut dua hal, yaitu: a) kemampuan memanfaatkan 

keaksaraan dalam berbagai aspek kehidupan, dan b) kemampuan menggunakan 

keaksaraan sebagai alat untuk memahami, mengubah dan mengontrol kenyataan 

dunia. (Malcolm, 1976:65) 

2) Kontektual dalam arti fungsionalitas keaksaraan itu berbeda-beda dari lingkungan 

satu ke lingkungan lainnya. 

3) Dinamis dalam arti keaksaraan fungsional tersebut berkembang sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

  

  Layanan pendidikan, khusunya layanan pembelajaran, merupakan salah satu layanan 

publik. Isu yang sangat penting dalam pelayanan publik dewasa ini adalah masalah kualitas. 

Konsep kualitas saat ini telah menjadi ukuran keberhasilan organisasi sehingga kualitas tidak 

hanya untuk lembaga penyelenggara jasa komersial, tetapi juga telah merembes ke lembaga-

lembaga pemerintahan yang selama ini reistem terhadap tuntutan akan kualitas pelayanan 

publik. Dalam  memenuhi keinginan masyarakat, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara (MENPAN) menegaskan bahwa pelayanan yang berkualitas hendaknya sesuai 

dengan sendi-sendi sebagai berikut: 1) kesederhanaan, 2) kejelasan dan kepastian, 3) 

keamanan, 4) keterbukaan, 5) efisien. 6) ekonomis, 7) keadilan yang merata dan 8) ketetapan 

waktu. Kedelapan dimensi ini dapat menjadi acuan dalam menyelenggarakan layanan 

pendidikan yang bermutu bagi warga belajar. 

  Namun pengembangan mutu layanan pendidikan keaksaraan ini diharapkan 

mendorong terselenggaranya pendidikan berbasis budaya lokal yang dapat mereduksi atau 

menghilangkan disfungsionalisasi yang selama ini menjadi persoalan dalam penyelenggaraan 

pendidikan nonformal di Indonesia khususnya pendidikan keaksaraan. Selain itu dapat 

menjadi kekuatan dalam proses pemberdayaan masyarakat menuju kearah fungsionalisasi 

hasil dan dampak pembelajaran bagi kehidupan masyarakat setempat. Landasan dan 

pendekatan tidak berarti bermakna sempit akan tetapi bertumpu dari kekuatan budaya lokal 

berorientasi kearah yang luas. Hal ini mengandung makna bahwa masyarakat dituntut 

memiliki kemampuan dalam hal mendayagunakan sumber daya lokal yang tersedia. Upaya 

yang harus dilakukan adalah tetap menjaga keseimbangan lingkungan, sehingga kelestarian 

budaya dapat terpelihara. Unsur-unsur budaya tersebut dapat dijadikan sebagai landasan 

dalam penyusunan program pendidikan keaksaraan. Dari unsur-unsr yang masih umum 

tersebut tentunya harus disesuaikan dengan budaya lokal merupakan suatu yang khas dan 

terbatas pada suatu daerah atau wilayah.  

 

 

 

 

D. Metodelogi Penelitian 

 



Kajian penelitian ini difokuskan pada pengembangan model pendidikan keaksaraan 

fungsional berbasis budaya. Data penelitian diperolah berdasarkan beberapa kali survai 

dengan menggunakan perangkat instrumen secara komperhensif. Untuk pengembangan 

model ini digunakan prosedur riset dan pengembangan dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif. Dalam praktiknya, prosedur riset dan pengembangan itu di dalamnya juga 

menggunakan metode penelitian tindakan (collaboration action research). 

Variabel dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu: 

1. Variabel tentang model pendidikan keaksraan fungsional berbasis budaya lokal meliputi 

komponen proses pembelajaran dan substansi nilai-nilai budaya lokal 

2. Variabel tentang mutu layanan pendidikan meliputi kesederhanaan, kejelasan dan 

kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis,  keadilan yang merata dan  

ketetapan waktu dalam penyelenggaraan program keaksaraan. 

 

Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah pengelola, masyarakat pengguna, dan yang 

berkepentingan dengan jasa layanan pendidikan keaksaraan fungsional pada lima PKBM 

yang berada di Kecamatan Cipunagara, Binong, Pagaden, Cijambe dan Cisalak di Kabupaten 

Subang. Data yang diperlukan dalam penelitian ini  dikumpulkan melalui beberapa cara di 

antaranya studi dokumentasi, observasi pembelajaran, pengisahan kuesioner, wawancara, dan 

tes tertulis. 

 

E. Hasil Penelitian 

 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh melalui hasil angket dan 

wawancara yang dilakukan secara terpisah diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:. 

1. Bahan ajar yang dikembangkan untuk program kekasaraan fungsional perlu 

memperhatikan budaya lokal khususnya Bahasa Ibu (Bahasa Sunda), dengan prasyarat: a) 

Bahan ajar dikembangkan dari bahan baku yang tersedia di lingkungan masyarakat,  b) 

Bahan ajar dapat dimengerti oleh warga belajar (sesuai bahasa dan nilai-nilai yang 

berkembang di masyarakat), c) Bahan ajar dikembangkan sesuai dengan tujuan dan 

kebutuhan warga belajar prasyarat, d) Bahan ajar diproduksi bersama antara warga belajar 

dan tutor/fasilitator, e) Identifikasi kebutuhan bahan ajar dilakukan secara bersama-sama 

antara tutor dan warga belajar, f) Bahan ajar tidak bertentangan dengan agam, 

adat/kebiasaan masyarakat di mana warga belajar tinggal, g)  Potensi bahan ajar digali 

dari kehidupan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Mengacu pada tabel di atas, bahwa 

bahan ajar yang dikembangkan baik  berupa modul maupun bahan ajar lainnya senantiasa 

memperhatikan prsyarat tersebut di atas.  

2. Strategi andragogik dengan pendekatan partisipatif merupakan strategi yang ampuh 

dalam pengembangan dan pelaksanaan pembelajaran keaksaraan fungsional dalam rangka 

meningkatkan mutu layanan. Strategi pembelajaran partisipatif dipilih karena strategi ini 

sangat memungkinkan dapat dipadukan dengan kondisi budaya masyarakat terutama 

bahasa.  Dalam rangka mendukung pengembangan strategi tersebut, bebera faktor yang 

perlu diperhatikan meliputi :  

1) Strategi pembelajaran berbasis budaya lokal lebih ditekankan pada kebutuhan belajar 

yang dirasakan warga belajar. 

2) Berorientasi pada tujuan kegiatan pembelajaran. 

3) Pendekatan pembelajaran berpusat pada warga belajar (participant centered). 

4) Pembelajaran yang dikembangkan dalam pendekatan partisipati berdasar pada 

pengalaman warga belajar (experential learning). 



      Beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan dalam pengembangan strategi 

pembelajaran meliputi: a) usia warga belajar. 2) pengalaman warga belajar, dan 3) konsep 

diri warga belajar.  

3. Kriteria evaluasi yang dapat dikembangkan dan dilakukan dalam pembelajaran 

keaksaraan fungsional meliputi: 1) evaluasi dikembangkan atas dasar kesepekatan antara 

warga belajar dan tutor, 2) Evaluasi pembelajaran  dilakukan dengan cara terbuka dan 

sesuai dengan kriteria serta kemampuan, keterampilan  yang telah dimiliki. 3) Evaluasi  

bersifat momotivasi diri warga belajar atau dikembangkan citra self evaluation.  

 

F. Kesimpulan dan Saran 

 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan pengolahan hasil penelitian sebagaimana dikemukakan pada bab 

terdahulu dapatlah disimpulkan sebagai berikut: 

a. Program pendidikan keaksaraan fungsional dalam penyelenggaraan dan pengelolaan 

proses pembelajarannya perlu memperhatikan berbagai faktor di antaranya adalah; 

budaya lokal di mana warga belajar berada, kebutuhan warga belajar dan keterampilan 

yang secara fungsional dibutuhkan warga belajar dalam kehidupan sehari-hari.   

b. Beberapa faktor yang secara khusus dapat dimatai dari hasil studi ini meliputi, bahan ajar, 

strategi pembelajaran evaluasi pembelajaran, di mana faktor-faktor tersebut secara nyata 

dapat meningkatkan mutu layanan yang ditandai oleh meningkatnya kepuasan warga 

belajar dan kompetensi dasar  yang dibutuhkan dalam kehidupan warga belajar di 

masyarakat. 

c. Kriteria mutu layanan yang perlu diperhatikan dalam pengembangan pembelajaran 

keaksaraan fungsional meliputi: Kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, 

keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan yang merata, ketetapan waktu. 

 

2. Saran 

 

Untuk dapat menjaga keberlangsungan melek aksara secara fungsional masyarakat 

hendaknyakeberadaan dan kelangsungan program pendidikan keaksaraan tidak hanya dalam 

pengembangan program dalam bentuk proyek akan tetapi harus dirubah dalam bentuk 

gerakan pembangunan masyarakat, sehingga semua masyarakat ikut terlibat dalam rangka 

pemberantasan buta aksara. 
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